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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang 

terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

29,51,55/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan 

calon wakil presiden yang akan mencalonkan diri pada 

pemilihan umum tahun 2024 yang berusia paling rendah 40 

(empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan 

yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan 

kepala daerah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, ketentuan 

tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 dan bisa menyebabkan hilangnya hak 

konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah 

Konstitusi didalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 

29,51,55/PUU-XXI/2023 yang menggunakan jenis penelitian 

yuridis normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan 

sebagai data utama untuk menganalisis kasus serta menganalisis 

menggunakan metode analisis preskriptif dengan cara 

menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan 

penalaran hukum, serta dilakukan dengan tehnik penafsiran. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penafsiran hukum 

dilakukan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 menggunakan 

penafsiran futuristik dan sosiologis atau teleologis, yakni 

bersifat antisipatif pada dinamika dan masa depan masyarakat. 

Akibat hukum dengan menggunakan metode penafsiran 

futuristik berdampak menimbulkan potensi konflik kepentingan 

dan dampaknya pada proses pemilihan umum. 

 

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, 

Pemilihan Umum  

  



 

x 

ABSTRACT 

 

This research discusses the legal interpretation 

contained in the Constitutional Court decision Number 

29,51,55/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for 

presidential candidates and vice presidential candidates who 

will run for office in the 2024 general election, who must be at 

least 40 (forty). ) Years or have/are currently holding positions 

elected through general elections including regional head 

elections in presidential and vice presidential elections. Based 

on the provisions of article 169 letter (q) of Law Number 7 of 

2017 concerning general elections, these provisions are 

contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 

and could cause the loss of citizens' constitutional rights. This 

research aims to explain the legal interpretation by 

Constitutional Court judges in the Constitutional Court 

Decision Number 29,51,55/PUU-XXI/2023 which uses a type of 

normative juridical research that uses library materials as the 

main data to analyze cases and analyzes using analytical 

methods. prescriptive by describing the structure of decisions 

using logic and legal reasoning, and carried out using 

interpretation techniques. The results of this research show that 

the legal interpretation carried out by judges in deciding the 

Constitutional Court Decision Number 29,51,55/PUU-

XXI/2023 uses futuristic and sociological or teleological 

interpretation, namely anticipatory in nature to the dynamics 

and future of society. The legal consequences of using futuristic 

interpretation methods have the impact of creating potential 

conflicts of interest and their impact on the general election 

process. 

 

Keywords: Legal Interpretation, Constitutional Court, General 

Electio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penafsiran merupakan metode untuk memahami 

makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk 

dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil 

keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit. 

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan 

pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi 

tidak jelas untuk dapat di terapkan pada peristiwa. Di 

samping itu, dalam bidang hukum tatanegara, penafsiran 

dalam hal judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), 

juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi 

dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki 

makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang 

Dasar.1 

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem 

ketatanegaraan merupakan kemajuan dalam 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Mahkamah 

Konstitusi hadir sebagai sebuah reformasi konstitusi dari 

hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 

idealnya putusan Mahkamah Konstitusi itu dipatuhi dan di 

implementasikan sejalan dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi 

merupakan bagian dari proses penegakan hukum 

(konstitusi), yang diperlukan untuk mencapai kepastian 

dan keadilan. Penegakan hukum yang pasti dan 

berkeadilan akan lebih dirasakan jika terdapat ketaatan 

terhadap putusan peradilan, sebaliknya akan menimbulkan 

 
1 Afif Khalid, ‘Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem 

Peradilan Di Indonesia’, Al-Adl : Jurnal Hukum, 6.11 (2014). 
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ketidakpastian dan ketidakadilan jika putusan peradilan 

Mahkamah Konstitusi diabaikan dan tidak dipatuhi atau 

tidak dilaksanakan. Jika itu tetap terjadi, akan menurunkan 

kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan 

konstitusi. Publik bisa skeptik dan tidak percaya terhadap 

Institusi Peradilan Mahkamah Konstitusi karena tidak 

merasakan manfaat dari putusan Mahkamah konstitusi. 

Sesuatu kondisi yang tentunya tidak di harapkan dan akan 

menjadi catatan buruk praktik negara hukum di Indonesia.2 

Putusan final Mahkamah Konstitusi merupakan 

konsekuensi logis dari sebuah negara hukum yang 

meletakan konstitusi sebagai hukum tertingginya. Karena 

perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi untuk 

di selesaikan, menjadikan konstitusi sebagai dasar 

pengujiannya. Maka hasil akhir berupa putusan dari 

perkara yang di mohonkan itu mutlak bersifat final, karena 

tidak dimungkinkan lagi di lakukan upaya lebih lanjut 

dengan bantu uji yang lebih tinggi selain konstitusi. 

Perbedaan konsekuensi putusan final yang mengikat 

semua pihak, dikarenakan sifat norma dalam bentuk 

undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasr 

pengujian dalam bentuk konstitusi adalah norma yang 

bersifat umum. 

Kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar (PUU), 

merupakan kewenangan yang paling sering dan rutin 

dilakukan Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk 2003, 

Mahkamah Konstitusi telah menerim ribuan perkara PUU 

yang diajukan oleh banyak pihak. Perkara yang diajukan 

itu terkait dengan banyak hal yang menyangkut sistem 

 
2 Oly Viana Agustine, ‘Keberlakuan Yurisprudensi Pada 

Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi’, Vol.15 (2018). 
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politik dan kepemiluan, pemerintahan daerah, peradilan 

dan penegakan hukum, seleksi pejabat publik, masalah 

ekonomi dan keuangan, sumber daya alam,  

ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, hingga maslah-

masalah kongkrit yang menyangkut seleksi pejabat publik, 

serta hak-hak konstitusional dan kepentingan warga 

negara. Keluasan dimensi masalah dalam perkara PUU 

menunjukan betapa penting dan strategisnya peranan 

Mahkamah Konstitusi, juga dampak yang di timbulkan 

apabila Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan 

permohonan yang di ajukan.3  

Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas 

menyatakan materi muatan suatu undang-undang, pasal 

dan/atau ayat yang bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar (declaratoir), akan menyebabkan kekuatan hukum 

mengikat dan ketentuan undang-undang tersebut akan 

hilang, dan melahirkan keadaan hukum baru. Putusan 

Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan (prospektif) dan 

tidak berlaku surut. Artinya putusan Mahkamah 

Konstitusi, jadi putusan tersebut menjadi akhir dari 

pemberlakuan sebuah norma atau ketentuan undang-

undang yang kedudukannya setara dengan undang-undang 

itu sendiri. 

Terdapat banyak hal penting yang telah diatur untuk 

proses penyelenggaraan pemilu, namun tidak sedikit 

pengaturan mengenai hal-hal tertentu menjadi isu 

kontroversial yang menimbulkan pendapat pro-kontra. 

Salah satu pengaturan tersebut yang banyak mengundang 

diskusi dan pembahasan ialah mengenai aturan batas usia 

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Diantara yang 

 
3 Indonesian legal roundtable, ‘Implementasi Putusan Pengujian 

Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi’. 
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mengatur aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia 1945 yang di muat dalam pasal 

27 ayat (1) yang berbunyi ”Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, pasal 28D 

ayat (1) yang berbunyi ”Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum” ,dan pasal 28D ayat (3) yang 

berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan".4 

Kemudian peraturan tersebut mengalami perubahan 

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang termual 

dalam pasal 6 huruf (q) tentang pemilu presiden dan wakil 

presiden memenentukan syarat ”sekurang-sekurangnya 35 

Tahun”. 5 Demikian pula pasal 5 huruf (o) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden yang menentukan syarat sekurang-

kurangnya 35 Tahun.6 Selanjutnya mengalami perubahan 

kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum yang termuat dalam Pasal 169 

huruf (q) yang menyatakan “berusia paling rendah 40 

(Empat Puluh) Tahun atau pernah menduduki jabatan yang 

dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan 

kepala daerah”.7 Aturan tersebut tertuang dalam pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-

XXI/2023 yang mengatur perihal batas usia Capres-

Cawapres yang sebelumnya diangka 40 Tahun diajukan 

 
4 ‘Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945’ 
5 ‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003’ 
6 ‘Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008’ 
7 ‘Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017’ 
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kembali menjadi minimal 35 Tahun atau memiliki 

pengalaman sebagai penyelenggara negara.  

Dalam Putusan Mahkamaah Konstitusi Nomor 

29/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Partai Solidaritas 

Indonesia (PSI), yaitu permohonan ingin Mahkamah 

Konstitusi mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres 

menjadi 35 tahun.8 Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh 

Partai Garuda, pemohom ingin Mahkamah Konstitusi 

mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 

40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara 

negara.9 Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Wali Kota 

Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan 

Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon, Pemohon 

ingin Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia Capres-

Cawapres menjadi 40 Tahun atau memiliki pengalaman 

sebagai penyelenggara negara.10 Akan tetapi ketiga 

permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi 

dengan amar putusan “menolak permohonan para 

pemohon untuk seluruhnya”, kemudian dengan dalil 

bahwa pembatasan usia Capres-Cawapres adalah ranah 

dari pembentuk undang-undang. 

Berawal dari sedikit pemaparan diatas, peneliti tertarik 

mengangkat topik dan membahas dalam bentuk penelitian 

untuk dapat mengetahui penafsiran hukum hakim atas 

ditolaknya tiga putusan yang diajukan oleh beberapa 

 
8 ‘Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-

XXI/2023’, 2023. 
9 ‘Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-

XXI/2023’, 2023. 
10 ‘Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-

XXI/2023’, 2023. 



6 

 

pemohon, maka penelitian ini berjudul “Penafsiran 

Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

diatas, maka peneliti telah mengidentifikasi beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Mahkamah 

Konstitusi pada Putusan Nomor 29,51,55/PUU-

XXI/2023? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang sudah dipaparkan 

diatas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk : 

1. Menjelaskan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah 

Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023. 

2. Menjelaskan akibat hukum terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-

XXI/2023. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan agar penulis lebih 

dalam untuk mengetahui ilmu pengetahuan di bidang 

ilmu hukum maupun hukum tatanegara, agar dapat 

memberikan ilmu bagi pekembangan hukum secara 

teoritis.  

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi 

masukan dan saran bagi pihak-pihak terkait dengan 

materi penulis hukum ini, serta dapat digunakan sebagai 
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bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk mengetahui 

Penafsiran  Hukum terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. 

Manfaat praktis bagi Hakim, Hakim dapat 

mengetahui perkara yang diajukan oleh para pemohon 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 

51, 55/PUU-XXI/2023. Selanjutnya manfaat praktis 

bagi pemohon, pemohon dapat mengetahui alasan  

pertimbangan hukum hakim  Mahkamah Konstitusi pada 

Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Kemudian manfaat 

praktis bagi Mahkamah Konstitusi, agar tetap dapat 

menjaga fungsi dan peran konstitusi guna tegaknya 

prinsip konstitusional hukum.  

E. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Penafsiran Hukum ( Interpretasi ) 

Penafsiran hukum merupakan salah satu metode 

penemuan hukum untuk mengetahui makna undang-

undang. Pembenarannya terletak pada kegunaannya 

untuk melaksanakan ketentuan yang kongkret dan bukan 

untuk kepentingan metode itu sendiri. Disamping hal itu 

dalam bidang hukum tatanegara, penafsiran dalam hal 

ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga 

dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi 

dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki 

makna yang dapat dalam suatu teks Undang-Undang 

Dasar.11 Seperti halnya yang dikemukakakan oleh. 

Menurut Sudikno Mertokusumo Penafsiran hukum 

(legal interpretation) senantiasa diperlukan dalam 

penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan 

 
11 Iskandar Muda, ‘Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan 

Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah’, Vol.01. 
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membentuk hukum.12 Penemuan hukum merupakan 

kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-

ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat 

diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. 

Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan 

dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat 

menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang 

makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum 

dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan 

berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. 

Bila kita akan melakukan penafsiran hukum maka yang 

pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat ( 

intensi ) dari penyusunnya.13 

2. Macam-macam Metode Penafsiran  

a) Penafsiran Gramatikal, penafsiran yang b 

erdasarkan pada bahasa. 

b) Penafsiran Sistematis, penafsiran yang 

menghubungkan suatu peraturan dengan 

peraturan lainnya. 

c) Penafsiran Historis, penafsiran yang berdasarkan 

pada sejarah hukum atau sejarah perumusan 

ketentuan tertentu. 

d) Penafsiran Teleologis Sosiologis, penafsiran 

yang berdasarkan pada tujuan kemasyarakatan. 

e) Penafsiran Autentik, penafsiran yang 

berdasarkan pada batasan yang dicantumkan 

dalam peraturan itu sendiri. 

f) Penafsiran Restriktif, penafsiran yang membatasi 

cakupan suatu ketentuan. 

 
12 A Sudikno Mertokusumo & Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan 

Hukum. 
13 R.M. Ananda B.Kusuma, ‘Bagaimana Menginterpretasikan 

Konstitusi Dalam Jurnal Konstitusi’, 01 (2005). 
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g) Penafsiran Ekstensif, penafsiran yang 

memperluas cakupan suatu ketentuan. 

h) Penafsiran Komparatif atau Perbandingan, 

penafsiran yang dilakukan dengan 

membandingkan. 

i) Penafsiran Futuristis, penafsiran yang dilalukan 

secara futuristis. 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang 

dijadikan referensi untuk penelitian yang akan diteliti 

oleh penulis. Namun penelitian serupa tidak pernah 

sama, pernah dilakukan penelitian yang diantaranya :  

1. PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM 

MAHKAMAH KONSTITUSI, jurnal dari 

M.YURIZAL ADI SYAPUTRA. Penelitian ini 

membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi 

untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945, menggunakan beberapa 

metode penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah 

Konstitusi. Dari contoh putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 013/PUU-I/2023 tentang permohonan 

pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 

tentang pemberantasan tindak terorisme. Hakim 

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut 

menggunakan beberapa metode penafsiran, 

diantaranya penafsiran grammatical, penafsiran 

autenthik, dan penafsiran hirostis hukum. Hal tersebut 

dilakukan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi guna 

melakukan penemuan hukum dalam hal pengujian 

undang-undang, terhadap Undang-Undang Dasar 
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Republik Indonesia 1945 untuk menjamin kepastian 

hukum, keadilan serta manfaat hukum bagi masyarakat 

Indonesia.14 

2. PENERAPAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM 

OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

NOTARIS, jurnal dari AGUS PRIONO dan WIDODO 

T.NOVIANTO. Penegakan hukum bertujuan untuk 

memerikan perlindungan bagi masyrakat dari segala 

tindakan kriminal yang mungkin akan terjadi sehingga 

dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan 

menerapkan hukum pidana. Maka dari itu penelitian ini 

membahas tentang dasar hukum pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana 

pemalsuan akta otentik dan bagaimana penerapan teori 

penafsiran hukum oleh hakim dalam pertimbangannya 

terhadap kasus pemalsuan akta otentik. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian hukum doktiral, sedangkan 

dilihat dalam bentuknya termasuk penelitian yang 

evaluative dan prospektif. Pendekatan yang dipakai 

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan 

(Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case 

Approach).15 

3. PENEMUAN HUKUM MELALUI PENAFSIRAN 

HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN, jurnal 

dari ARIF HIDAYAT. Penelitian ini membahas 

tentang pendekskripsian penemuan hukum dalam 

 
14 M.Yurizal Adi Syaputra, ‘Penafsiran Hukum Oleh Hakim 

Mahkamah Konstitusi’, Mertacoria, 04 (2011). 
15 Agus Priono dan Widodo T.Novianto, ‘Penerapan Teori 

Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum 

Terhadap Notaris’, Vol.V (2017). 
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putusan hakim Mahkamah Konstitusi, dengan 

menggali beberapa kasus yang dimohonkan di 

Mahkamah Konstitusi yang putusannya kemudian 

menyebabkan perubahan teks dari UUD 1945. Setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik, putusan hakim 

menjadi salah satu dokumen yang terbuka untuk 

diakses oleh publik. Dengan demikian putusan hakim 

dituntut untuk memuat pertimbangan-pertimbangan 

(motivering vonis) yang makin mampu menjawab 

kebutuhan zamannya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk 

menyoroti kesenjangan hukum (legal gap) yang kerap 

terjadi dalam penerapan hukum dan konstitusi. Sumber 

data primer maupun sekunder adalah bahan 

kepustakaan dengan teknik dokumentasi.16 

4. PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN 

HUKUM DI INDONESIA, jurnal dari JOSEF M 

MONTEIRO. Penelitian ini membahas tentang 

kekuasaan kehakiman yang merdeka secara 

kelembagaan dan secara proses peradilan telah 

dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat 

nasional dan internasional. Dengan kekuasaan 

kehakiman tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

putusan hakim yang berkualitas sehingga menjadi 

acuan penting dalam menentukan kepatuhan hukum 

masyarakat. Dalam hal ini pengetahun dan pengalaman 

empiris seorang hakim berperan penting dalam 

putusan-putusan yang dibuatnya. Untuk itu hakim 

harus menguasai ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat 

 
16 Arief Hidayat, ‘Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim 

Dalam Putusan Pengadilan’, Vol.8 No.2 (2013). 
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hukum disamping menguasai ilmu perundang-

undangan. selain itu hakim harus pula mampu dalam 

penemuan hukum dan penciptaan hukum, sehingga 

putusan hakim dapat mencerminkan cita hukum secara 

utuh, yakni keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan.17 

Tabel 1. 1 

 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 

NO. 

NAMA DAN 

JUDUL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN PERBEDAAN 

1.  M.Yurizal Adi 

Syaputra yang 

berjudul 

”Penafsiran 

Hukum Oleh 

Hakim 

Mahkamah 

Konstitusi”. 

Membahas 

kewenangan 

Mahkamah 

Konstitusi untuk 

melakukan 

pengujian 

undang-undang 

terhadap Undang-

Undang Dasar 

1945. 

Pada penelitian 

M.Yurizal Adi 

Syaputra 

membahas 

mengenai 

permohonan 

pengujian UU 

RI tentang 

penetapan 

Perpu, 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis 

membahas 

terkait batas 

usia capres-

cawapres pada 

Putusan 

 
17 Josef M. Monteiro, ‘Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum 

Di Indonesia’, Vol.25 No.2 (2007). 
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Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

29,51,55/PUU-

XXI/2023. 

2.  Agus Priono dan 

Widodo T. 

Novianto, yang 

berjudul 

”Penerapan 

Teori Penafsiran 

Hukum oleh 

Hakim Sebagai 

Upaya 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Notaris” 

Membahas 

tentang 

pertimbangan 

hakim dalam 

menjatuhkan 

putusan dengan 

teori penafsiran 

hukum oleh 

hakim di dalam 

pertimbangannya. 

Penelitian 

Agus Priono 

dan Widodo T. 

Novianto, 

membahas 

tentang 

perlindungan 

hukum 

terhadap 

notaris, 

sedangkan 

pada penelitian 

penulis 

membahas 

pertimbangan 

hukum tentang 

batas usia 

Capres-

Cawapres. 

3.  Arief Hidayat, 

yang berjudul 

”Penemuan 

Hukum Melalui 

Penafsiran 

Hakim Dalam 

Putusan 

Pengadilan”. 

Membahas 

tentang 

penafsiran hukum 

dalam Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi. 

Pada penelitian 

Arief Hidayat 

membahas 

tentang 

pendeskripsian 

penemuan 

hukum dalam 

putusan hakim 
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mahkamah 

konstitusi 

melalui 

penafsiran 

hukum, sedang 

dalam 

penelitian 

penulis 

membahas 

tentang 

penafsiran 

hukum dalam 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi. 

4.  Josef M 

Monteiro, yang 

berjudul 

”Putusan Hakim 

Dalam 

Penegakan 

Hukum Di 

Indonesia” 

Membahas 

tentang Putusan 

hakim konstitusi 

yang dapat 

mencerminkan 

citra hukum yang 

utuh, keadilan, 

kepatian hukum, 

dan kemanfaatan. 

Pada penelitian 

Josef M 

Monteiro 

membahas 

tentang 

kekuasaan 

kehakiman, 

sedangkan  

pada penelitian 

penulis 

membahas 

tentang 

pertimbangan 

hakim dalam 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 
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Nomor 

29,51,55/PUU-

XXI/2023 

tentang batas 

Usia Capres-

Cawapres. 

Sumber : Data diolah Penulis 

Berdasarkan keempat penelitian diatas, bahwa 

penulis ingin mengkaji lebih dalam dan berdasarkan 

penelitian diatas belum ada yang membahas tentang batas 

usia Calon presiden dan calon wakil presiden pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-

XXI/2023 yang menolak keseluruhan permohonan 

pemohon. Pada penelitian diatas hanya membahas tentang 

kekuasaan kehakiman dan wewenang hakim konstitusi 

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 

55/PUU-XXI/2023, dalam pengujian Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945, sedangkan 

dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan 

hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 

51, 55/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden 

dan Calon Wakil Presiden. Apakah dalam putusan 

tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan 

didalamnya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu 

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, 

penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian 

terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan 



16 

 

perbandingan hukum.18 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, data sekunder terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Dengan data yang diperoleh 

kemudian akan disusun secara sistematis, selanjutnya 

akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan mengenai produk hukum atau putusan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual dan 

pendekatan kasus. 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute 

Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan yang 

dilakukan penulis yaitu dengan cara menelaah 

Undang-Undang yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum yang sedang penulis teliti.19 

Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan yang dimaksudkaan untuk 

menganalisa bahan hukum sehingga dapat 

diketahui makna yang terkandung pada istilah-

istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha 

untuk memperoleh makna baru yang terkandung 

 
18 Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmuji, ‘Peranan Dan 

Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum’, Jakarta : Pusat 

Dokumentasi Universitas Indonesia. 
19 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 

hlm 93. 
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dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji 

istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.20 

c. Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum 

normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan 

norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan 

dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.21 

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena 

penelitian ini bertujuan untuk melihat penafsiran 

yang hakim lakukan dalam putusan tersebut. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan bahan hukum primer,  bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti 

peraturan perundang-undangan. sumber data yang 

di peroleh dari UUD 1945, Undang-Undang yang 

relevan. Yang berkaitan dengan judul penelitian, 

diantaranya adalah : 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

Tentang Pemilihan Umum. 

3) Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2008 

mengatur mengenai pemilu presiden dan  wakil 

presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien 

 
20 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan 

Fiqh(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41 
21 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.321 
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berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil.22 

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum, secara umum undang-undang 

ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, 

pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta 

tindak pidana pemilu. 

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

29,51,55/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia 

Capres-Cawapres. Menimbang bahwa terhadap 

permohonan para pemohon, Dewan Perwakilan 

Rakyat, memberikan keterangan tertulis yang 

diterima Mahkamah melalui daring pada 

tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam 

persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 

2023, kemudian dokumen fisiknya yang di 

dalamnya termasuk keterangan tambahan 

diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 

2023. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Dalam penelitian ini yang digunakan diperoleh 

dari artikel yang terkait dengan Undang-Undang, 

buku-buku rujukan yang relevan, surat kabar atau 

media sosial, dan karya tulis ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan dan bahan hukum lainnya yang 

dibutuhkan peneliti. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan  hukum tersier adalah bahan hukum 

yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

 
22 ‘Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008’. 
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sekunder.23 Dalam Penelitian ini bahan hukum 

tersier yang digunakan penulis sebagai berikut: 
1) Kamus hukum. 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

4. Analisis Bahan Hukum 

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan 

penulis adalah dengan menggunakan metode 

preskriptif analisis dengan cara menggambarkan 

struktur putusan menggunakan logika dan penalaran 

hukum, serta dilakukan dengan teknik penafsiran. 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah 

metode deduktif, yaitu pola pikir yang didasarkan suatu 

fakta, selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan. 

Sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. 

H. Sistematika Penulisan 

Rencana penyusunan dalam naskah ini akan terdiri 

dari 5 (lima) bab. Setiap bab akan terdiri dari Sub bagian 

tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat 

tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan akan 

disusun berupa : 

BAB I : Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan Latar Belakang penelitian 

terdapat beberapa Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

penelitian, Penelitian yang terdahulu, Kerangka Teoritis, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian 

BAB II : Landasan Teori, yang berisi uraian tentang teori-

teori yang berkaitan dengan permasalahan Batas Usia 

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden paska Putusan 

Mahkamah Konstitusi  

 
23 Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif," (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 296 
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BAB III : Hasil Penelitian Mengenai penafsiran Hukum 

oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-

XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon 

Wakil Presiden  

BAB IV : Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat 

diberikan oleh penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang 

Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon 

Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) 

Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih 

melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala 

daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai inti 

pemikiran dari kajian ini. Kesimpulan tersebut dipaparkan 

sebagai berikut : 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, bahwa dalam pengujian Pasal 169 huruf 

(q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait batas 

usia Capres-Cawapres yang tertuang dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-

XXI/2023. Penafsiran hukum yang dilakukan hakim 

dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

29,51,55/PUU-XXI/2023, menggunakan metode 

penafsiran Teleologis atau sistematis dan futuristik. 

Penafsiran ini menekankan pentingnya memahami 

hukum dalam konteks dinamika masyarakat, dimana 

hukum berfungsi untuk memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan aktual koleksi masyarakat. Konsep 

penafsiran futuristik digunakan untuk mempersiapkan 

masyarakat menuju  masa depan maka dari sikap 

bijaksana dalam menghadapi globalisasi yaitu dengan 

mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan 

memanfaatkan peluang penafsiran futuristik terhadap 

konstitusi yang terbuka di dalamnya. 
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2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang 

menolak permohonan para pemohon adalah dengan 

menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau 

bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, 

bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian 

bahkan semua ketentuan dalam suatu undang-undang 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat lagi dengan kata lain tidak memiliki daya 

laku lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil 

secara bulat oleh Hakim Konstitusi tersebut, 

menimbulkan akibat hukum berupa adanya kepastian 

hukum baru berupa batas usia calon presiden dan calon 

wakil presiden, yakni 35 Tahun tidan lagi 40 Tahun. 

Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan 

penafsiran futuristik juga menimbulkan potensi konflik 

kepentingan dan dampaknya terhadap proses 

pemilihan umum. Beberapa pakar hukum menyatakan 

keraguan mereka mengenai implikasinya terhadap 

supremasi hukum di Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab 

diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai 

berkut: 

1. Bagi Mahkamah Konstitusi 

Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya lebih 

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang 

lain dalam memutus suatu perkara agar tidak 

menimbulkan potensi konflik kepentingan yang akan 

dberdampak terhadap proses pemilihan umum di 

Indonesia. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 



 

 

Kepada pembuat regulasi untuk dilakukan kajian 

analisis lebih lanjut kaitannya teori-teori penafsiran 

hukum yang lebih luas dan kemudian dianalisis 

kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

29,51,55/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia 

calonpresiden dan calon wakil presiden.  

C. Limitasi  

Limitasi atau keterbatasan pada penelitian ini terletak 

pada proses  penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam 

suatu penelitian pasti terjadi  banyak kendala dan 

hambatan. Terdapat keterbatasan oleh peneliti disaat 

melakukan penelitian ini, dimana keterbatasan tersebut 

salah satunya keterbatasan akses data, serta waktu 

keterbatasan adanya jangka putusan yang banyak 

mengenai perkara kasus calon presiden dan calon wakil 

presiden, sehingga peneliti hanya memiliki kesempatan 

waktu sesuai dengan keperluan yang berhubungan dengan 

peneliti saja, namun apabila keterbatasan akses data lebih 

memadai dan lebih lengkap maka hasil penelitian akan 

lebih baik. 
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